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LURAH POTORONO 

KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL 

PERATURAN LURAH POTORONO 

NOMOR  3  TAHUN 2022 

TENTANG 

TUNJANGAN PURNA TUGAS LURAH DAN JAGABAYA 

KALURAHAN POTORONO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

LURAH POTORONO, 

 

Menimbang  :

  

a. bahwa dalam rangka pemberian Penghargaan bagi 

Jabatan Lurah dan Jagabaya yang purna tugas, 

maka diberikan Tunjangan Akhir Masa Jabatan;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Lurah Potorono tentang Tunjangan Akhir Masa 

Jabatan bagi Lurah dan Jagabaya Kalurahan 

Potorono.  

Mengingat  :

  

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);  

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

 SALINAN 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2091); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 

2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611); 

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa 

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2017 Nomor 34); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 

Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 

Nomor 9);  

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 

Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);  

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
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Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47); 

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2019 Nomor 134), Sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2020 Nomor 128); 

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 

tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86); 

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk 

Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2020 Nomor 87); 

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 

tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf 

Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan 

Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129); 

15. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Kalurahan Potorono (Lembaran 

Kalurahan Potorono Tahun 2020 Nomor 7); 

16. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Kewenangan Kalurahan berdasarkan Hak 

Asal Usul dan Kewenangan Kalurahan berskala 
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Lokal Kalurahan (Lembaran Kalurahan Potorono 

Tahun 2020 Nomor 8); 

17. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 

Kalurahan Potorono Tahun 2021 Nomor 12). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: TUNJANGAN PURNA TUGAS LURAH DAN JAGABAYA   

KALURAHAN POTORONO 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan: 

1. Kalurahan adalah Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan 

Kabupaten Bantul. 

2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Potorono dibantu Pamong 

Kalurahan Potorono sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Kalurahan. 

3. Lurah adalah Lurah Potorono Kapanewon Banguntapan Kabupaten 

Bantul. 

4. Pamong Kalurahan adalah unsur pembantu Lurah yang terdiri atas 

Carik, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Dukuh. 

5. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai 

pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jagabaya, Ulu-

Ulu dan Kamituwa. 

6. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap, jaminan 

sosial, dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBKal. 

7. Penerimaan lain yang sah adalah penghasilan selain penghasilan 

tetap, tunjangan, dan jaminan sosial berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang bersumber dari APBKal. 
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8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya 

disingkat APB Kal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 

Kalurahan. 

 

BAB II 

BESARAN TUNJANGAN PURNA TUGAS 

Pasal 2 

(1) Tunjangan purna tugas diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, 

Staf Kalurahan dan anggota Bamuskal yang diberhentikan secara 

hormat dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.  

(2) Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan anggota Bamuskal 

yang diberhentikan secara hormat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dalam hal diberhentikan karena telah habis masa jabatan;  

 (3)  Besaran tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagai berikut:  

a. Lurah, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 

satu kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa 

kerja; dan 

b. Jagabaya, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling 

banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap 

tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja.  

(4) Besaran tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dalam Peraturan Lurah ini. 

(5) Dalam hal Lurah terpilih kembali menjadi Lurah pada masa jabatan 

berikutnya maka tunjangan purna tugas diberikan pada setiap 

diberhentikan secara hormat pada akhir masa jabatannya. 

 

Pasal 3 

(1) Pemberian Tunjangan Purna Tugas ditetapkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). 

(2) Sumber dana yang dipergunakan untuk membiayai Tunjangan Purna 

Tugas bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan. 
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BAB III 

PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan 

Potorono. 

Ditetapkan di Potorono  

pada tanggal 4 April 2022 

LURAH POTORONO, 

Ttd          

P R A W A T A 

Diundangkan di Potorono  

pada tanggal 4 April 2022 

CARIK POTORONO, 

Ttd         

SUMARWINTO 

 

BERITA KALURAHAN POTORONO TAHUN 2022 NOMOR 3 

 


